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LAYANAN PERMOHONAN PENGERUKAN DAN/ATAU REKLAMASI SERTA PERPANJANGANNYA 

Phase 

 
Menandatangani 

Sertifikat Standar 
 

 
Menerima dan 
mereview hasil 

verifikasi pemenuhan 

Sertifikat Standar 

 

Menerima dan 
mereview hasil 

verifikasi pemenuhan 

Sertifikat Standar 

 
 
 
 

 
Approve 

 
 
 

 
Melakukan 

verifikasi data 

 
 
 
 

 

Lengkap + 

 

 
Melakukan 
Peninjauan 

Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis 

 
Menyusun berita acara 

Peninjauan Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis dan 

+  menyampaikan hasil 
verifikasi pemenuhan 

Sertifikat Standar kepada 
Pimpinan 

 
 
 
 

 
Revisi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 

Sesuai 
 
 
 

 

Perlu 
pembayaran 

 

 

HUB-11.03 

PENGELOLAAN + 

PNBP DAN BLU 

 

Melakukan 
Peninjauan 

Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis 

 
 
 
 
 

 
Revisi 

Menerima dan 
mereview hasil 

verifikasi 

pemenuhan 
Sertifikat Standar 

 
 
 
 
 

 
Revisi 

 
Melakukan 
Peninjauan 

Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis 

 

 
Melakukan 
Peninjauan 

Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis 

 
 
 

 
 

 
Phase 

 

Mengajukan 
permohonan 

 
 

Data belum lengkap 

Melakukan 
Peninjauan 

Lapangan/Rapat 
Verifikasi Teknis 

 
Menerima 

Sertifikat Standar 

 
 

 

Menerima 
permohonan 

 
Menerbitkan 

Sertifikat Standar 
+
 

 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 
 
 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 

Referensi : 
 
• Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

• Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana telah diubah dengan 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah menjadi Permenhub Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 
Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi 

• Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Transportasi 

EK
ST

ER
N

A
L 

LA
Y

A
N

A
N

 P
E

R
M

O
H

O
N

A
N

 P
E

N
G

E
R

U
K

A
N

 D
A

N
/A

T
A

U
 R

E
K

LA
M

A
SI

 S
E

R
T

A
 P

ER
P

A
N

JA
N

G
A

N
N

Y
A

 

BK
PM

 
M

A
SY

A
R

A
K

A
T 

/ 
ST

A
K

EH
O

LD
E

R
 

U
P

T
 (K

SO
P

, U
P

P
 &

 

D
IS

N
A

V
) 

B
A

G
 H

U
K

U
M

 &
 K

SL
N

 
 

SU
B

D
IT

 P
E

N
G

E
R

U
K

A
N

 D
A

N
 

B
IR

O
 H

U
K

U
M

 
D

IT
 K

EP
EL

A
B

U
H

A
N

A
N

 
D

IT
JE

N
 H

U
B

LA
 

M
EN

TE
R

I 
D

IT
JE

N
 H

U
B

LA
 

R
EK

LA
M

A
SI

 



P
EN

G
A

W
A

SA
N

, 
M

O
N

IT
O

R
IN

G
 D

A
N

 E
V

A
LU

A
SI

 P
EN

G
ER

U
K

A
N

 D
A

N
/A

TA
U

 
R

EK
LA

M
A

SI
 

EK
ST

ER
N

A
L 

M
A

SY
A

R
A

K
A

T 
/ 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 

SU
B

D
IT

 P
EN

G
ER

U
K

A
N

 
D

A
N

 R
EK

LA
M

A
SI

 
D

IT
 K

EP
EL

A
B

U
H

A
N

A
N

 
U

P
T 

(K
SO

P
, U

P
P

 &
 

D
IS

N
A

V
) 

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGERUKAN DAN/ATAU REKLAMASI 

Phase 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 

 

HUB-06.02.01.CFM.09 
LAYANAN PERMOHONAN 
PENGERUKAN DAN/ATAU 

REKLAMASI SERTA 

PERPANJANGANNYA 

 
Melakukan dan menyampaikan 

perencanaan pengawasan 
pengerukan dan/atau reklamasi 

Melakukan 

+  
pengawasan 

pengerukan dan/ 
atau reklamasi 

Menyusun dan 
menyampaikan laporan 

+  pengawasan pengerukan 
dan/atau reklamasi kepada 

pimpinan 

 

 
Melakukan penginputan 

hasil pengawasan 
pengerukan dan/atau 

reklamasi pada database 

 
Ada masukan 

 

 

Menerima perencanaan 
pengawasan dan membuat tim 

pengawasan pengerukan dan/atau 
reklamasi 

Melakukan 
pengawasan 

pengerukan dan/ 
atau reklamasi 

 
 

 
Phase 

 
Mendampingi 
pengawasan 

pengerukan dan/ 
atau reklamasi 

 
 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 

Menerima dan mereview 
laporan pengawasan 

pengerukan dan/atau reklamasi 
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Referensi : 

• Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 
• Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah menjadi Permenhub Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi 

• Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 
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PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN 

Phase 

 
HUB-06.02.01.CFM.09 

LAYANAN PERMOHONAN 
PENGERUKAN DAN/ATAU 

REKLAMASI SERTA 

PERPANJANGANNYA 

 
 
 

 
HUB-08.02.01.CFM.04 

PENYUSUNAN RENCANA 
INDUK PELABUHAN DAN 

DLKR/DLKP 

 

 
Menerima dan 

Mendisposisikan 
permohonan 

Menerima dan memeriksa draft 
dokumen persetujuan data 

dukung kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas 
pelabuhan 

 
 

 
setuju 

Memberikan 
persetujuan data 
dukung kegiatan 
pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

 

 
Menerima laporan hasil 
pelaksanaan monitoring 
dan memberikan arahan 

tindaklanjut 

 

HUB-08.02.01.CFM.08 
PENYUSUNAN STUDI SID/ 

DED PELABUHAN 

 
Melakukan evaluasi 

terhadap usulan serta 
verifikasi kesesuaian 

x 
dokumen perencanaan 

dan dokumen 
pendukung lainnya 

 
 
 

 
Sesuai 

 

 
Menyampaikan draft 

dokumen persetujuan 
data dukung kegiatan 

fasilitas pelabuhan 
kepada pimpinan 

 
Menyampaikan 

persetujuan data dukung 
kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

 
Melaksanakan 

monitoring secara 
berkelanjutan terhadap 
kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

 
 

 

Menyusun laporan hasil 

x 
pelaksanaan monitoring 
dan melaporkan kepada 

pimpinan 

 

Mengajukan permohonan 
usulan pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

 
 

 
Tidak sesuai 

Perlu revisi  
Menerima dan 
menyampaikan 

persetujuan data dukung 
kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

HUB-11.06 

PENGADAAN 

BARANG DAN + 
JASA 

Melaksanakan kegiatan 
pembangunan, 

pemeliharaan dan 
pengembangan fasilitas 

pelabuhan 

 
 
 
 

 
Melakukan serah terima 

pekerjaan pembangunan, 
pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas 
pelabuhan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HUB-11.07 

PENGELOLAAN BMN 

 

 
Menindaklanjuti hasil 

monitoring 

 
HUB-11.01 

PENGELOLAAN 

RENCANA PROGRAM 

DAN ANGGARAN 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 
 
 
 
 

 

Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 245 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
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PENYUSUNAN STUDI SID/ DED PELABUHAN 
 
 
 

 
Memberikan 

arahan 

 

 

 
Memberikan 

arahan 

 
Menerima dan 

Mendisposisikan 
permohonan 

Menerima dan memeriksa 
draft surat persetujuan / 

Rekomtek hasil studi DED/ 
SID 

 

HUB-08.02.01.CFM.04 
PENYUSUNAN RENCANA 
INDUK PELABUHAN DAN 

DLKR/DLKP 

Setuju 

 

 
 

 

x 
Melakukan evaluasi 

awal 

 
 

 
Prioritas X 

 

 
Melakukan 

penyusunan 
dokumen studi 

 

 
Melakukan 

X pembahasan draft x 
dokumen studi 

 

 
Menyusun draft surat 
persetujuan hasil studi 

DED/SID 

x 
Menerima dan 

menyampaikan draft surat 
x  persetujuan hasil studi 

DED/SID / draft Rekomtek 
hasil studi DED/SID 

 

 
Ada masukan 

Menyampaikan surat 
persetujuan hasil studi dan 

dokumen studi DED/SID 
kepada UPT Terkait 

Menyampaikan Rekomtek 
hasil studi dan dokumen 

studi DED/SID kepada KSOP 
Utama 

 

 
Menerima dan 

Mendisposisikan 
permohonan 

 

 
Melakukan evaluasi 

awal 

 
Melakukan 

penyusunan 
dokumen studi 

 
Melakukan 

pembahasan draft 
dokumen studi 

 
Menyusun draft 

Rekomtek hasil studi 
DED/SID 

 
Menyampaikan draft 
Rekomtek hasil studi 

DED/SID 

Menyampaikan surat 
persetujuan hasil studi dan 

dokumen studi DED/SID 
kepada UPT Terkait 

 

 

X  
Mengajukan 

X 
permohonan studi 

 
Melakukan 

pembahasan draft 
dokumen studi 

Menerima surat 
persetujuan hasil studi 

dan dokumen studi 
DED/SID 

 

Bukan Prioritas Menerima surat 
persetujuan hasil studi 

dan dokumen studi 
DED/SID 

 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 



P
EN

YU
SU

N
A

N
 S

TU
D

I 
K

EL
A

YA
K

A
N

 P
EL

A
B

U
H

A
N

 
EK

ST
ER

N
A

L 

PE
M

D
A

 
SU

B
D

IT
 T

A
TA

N
A

N
 D

A
N

 
P

E
R

E
N

C
A

N
A

A
N

 

P
E

N
G

E
M

B
A

N
G

A
N

 P
E

LA
B

U
H

A
N

 
D

IT
 K

E
P

EL
A

B
U

H
A

N
 

K
SO

P
 /

 U
P

P
 

PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PELABUHAN 

 

Menerima permohonan/ 
pemberitahuan terkait 

x penyusunan studi 
kelayakan lokasi pelabuhan 

dan mendisposisi 

Memberikan Persetujuan Surat 
Pemberitahuan Studi Kelayakan 

Lokasi Pelabuhan atau Surat Hasil 
Evaluasi Studi Kelayakan 

Pelabuhan 

 

 
setuju 

 
HUB-01.02 

PENGELOLAAN 

INSTRUMEN HUKUM 

 

Layak 
 
 
 
 

 
Setuju 

 
 

 
Melakukan Evaluasi dan 

Menyusun daftar rencana 
lokasi studi kelayakan lokasi 

pelabuhan atau Evaluasi 
studi kelayakan pelabuhan 

 

 
Menyusun Konsep Surat 

Pemberitahuan Studi 
Kelayakan Lokasi 

Pelabuhan Berdasarkan 
Prioritas atau Konsep Surat 

Hasil Evaluasi Studi 
Kelayakan Pelabuhan 

 

 
Revisi 

 
 

 
setuju 

 
Melaksanakan Penyusunan 
Dokumen Studi Kelayakan 

Lokasi Pelabuhan 

Melaksanakan Evaluasi 
Dokumen Studi Kelayakan 

Lokasi Pelabuhan dan 
Menyusun Konsep Surat 

Hasil Studi Kelayakan 
Lokasi Pelabuhan 

 

 
x 

 
 
 
 

 
Tidak layak 

 

Mengajukan permohonan/ 
pemberitahuan terkait 

penyusunan studi 
kelayakan lokasi pelabuhan 

 
 

 
Menerima dan mereview 

permohonan terkait 
penetapan lokasi 

pelabuhan 

 
 
 

 
x Tidak 

 

 
Menerima Surat 

x  
pemberitahuan studi 

kelayakan lokasi pelabuhan 
berdasarkan prioritas 

 

 
Menerima Hasil Evaluasi 

Studi Kelayakan 
Pelabuhan 

 
Menerima dokumen studi 

kelayakan lokasi 
pelabuhan yang telah 

disahkan 

 
 

HUB-06.02.01.CFM.10 

Penetapan Lokasi 

Pelabuhan 

 
 
 
 

 

Mengajukan permohonan 
evaluasi studi kelayakan 

lokasi pelabuhan 

Menerima Surat hasil 
evaluasi studi kelayakan 

lokasi pelabuhan 

Mengajukan Permohonan 
Penetapan Lokasi Pelabuhan 

Apabila Hasil Evaluasi Studi 
Kelayakan Dinyatakan Layak 

 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 

Referensi : 
 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir menjadi 

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
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PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN DAN DLKR/DLKP 

 

Menerima permohonan 
terkait penyusunan rencana 
induk pelabuhan dan DLKr/ 
DLKp serta mendisposisi 

Memberikan persetujuan 
surat hasil evaluasi 

permohonan penyusunan 
rencana induk pelabuhan 

dan DLKr/ DLKp 

 
Menerima dokumen Rencana 

x 
Induk Pelabuhan dan DLKr/ 

DLKp serta usulan 
pertimbangan teknis 

 

 
 

 
Permohonan Non Prioritas 

Koordinasi terkait 
Penyusunan DLKr/ DLKp 

 
 
 
 

 
Melakukan evaluasi 
terkait permohonan 
penyusunan rencana 
induk pelabuhan dan 

DLKr/ DLKp 

Persetujuan 
Permohonan/ 

Pemberitahuan 

 
 
 
 
 

 
Permohonan 

Disetujui 

 
 

 
Melakukan studi 

penyusunan rencana 
x 

induk pelabuhan dan 
DLKr/ DLKp 

 
 
 

 
Penyampaian dokumen 

Rencana Induk Pelabuhan 
dan DLKr/ DLKp serta 

usulan pertimbangan teknis 

 
 
 
 

 
HUB-01.01 

PENGELOLAAN 

PERATURAN PERUNDANG- 

UNDANGAN 

 

 
Mengajukan permohonan/ 

pemberitahuan terkait 
penyusunan rencana induk 
pelabuhan dan DLKr/ DLKp 

Menerima Surat hasil 
evaluasi permohonan/ 

x pemberitahuan penyusunan 
rencana induk pelabuhan 

dan DLKr/ DLKp 

 

 

x Pemberitahuan 
Disetujui 

 
Melakukan studi 

penyusunan rencana 
induk pelabuhan dan 

DLKr/ DLKp 

Menerima Rencana Induk 
Pelabuhan dan DLKr/ DLKp 

serta usulan pertimbangan 
+
 

teknis 

 

 
Mengajukan 

penetapan 
+
 

 

 

Memberikan masukan dan 
data dukung terkait 

penyusunan rencana induk 
pelabuhan dan DLKr/ DLKp 

 
 

Memberikan 
rekomendasi tata 

ruang 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 
 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

• PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

• Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 
Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 
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PENYUSUNAN STUDI LINGKUNGAN PELABUHAN 
 

 

Menerima permohonan 
penyusunan studi 

lingkungan pelabuhan 
dan mendisposisi 

 
Memberikan Persetujuan 

Surat Pemberitahuan Studi x 
Lingkungan Pelabuhan 

Memberikan persetujuan 
Surat Penyampaian Hasil 

Studi Lingkungan 
Pelabuhan 

 
 

 

Melakukan Evaluasi 
dan Menyusun Daftar 
Rencana Lokasi Studi 
Lingkungan Pelabuhan 
Berdasarkan Prioritas 

Menyusun Konsep 
Surat Pemberitahuan 

Studi Lingkungan 
Pelabuhan 

Berdasarkan Prioritas 

 
 

 
Revisi 

 
 
 

 
Setuju 

Melakukan 
penyusunan studi 

lingkungan 
pelabuhan 

 
Melaksanakan Evaluasi 

x  Dokumen Studi 
Lingkungan Pelabuhan 

Menyusun Konsep 
Surat Penyampaian 

Hasil Studi Lingkungan 
Pelabuhan 

Revisi Setuju 

 
 
 

 

Mengajukan permohonan 
penyusunan studi lingkungan 

pelabuhan 

Menerima Surat 
Pemberitahuan Studi 
Lingkungan Pelabuhan 

Menerima 
dokumen studi 

lingkungan 
pelabuhan 

Mengajukan Permohonan 
Penerbitan Persetujuan 

Lingkungan Kepada Instansi 
Yang Berwenang 

 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir menjadi Keputusan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
• Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL 
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PENETAPAN LOKASI PELABUHAN 
 
 
 

 

Menerima 
permohonan terkait 

x penetapan lokasi 
pelabuhan dan 
mendisposisi 

 
 
 
 
 

 
Setuju 

HUB-01.02 
PENGELOLAAN 

INSTRUMEN HUKUM 

 
 
 

 

 
 

 
Setuju 

Melakukan evaluasi 
terkait permohonan 

penetapan lokasi 
pelabuhan 

Menyusun Konsep 
Surat Hasil Evaluasi 
Penetapan Lokasi 

Pelabuhan 

 
 
 
 
 

 

Mengajukan 
permohonan 

terkait penetapan 
lokasi pelabuhan 

 
 

 
Menerima dan mereview 

permohonan terkait 
penetapan lokasi 

pelabuhan 

 
 
 
 

 
x Tidak 

 

 
Menerima hasil 

evaluasi Penetapan 
Lokasi 

Revisi 
 

Menerima Keputusan 
Penetapan Lokasi 

Pelabuhan 

 
 

 
Mengajukan 
permohonan 

terkait penetapan 
lokasi pelabuhan 

 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 

Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 

Referensi : 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 

menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 
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PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL 
 

 
HUB-01.01 

PENGELOLAAN 

PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN 

 

 
Menerima permohonan 

untuk penetapan 
perairan wajib pandu dan 

memberikan disposisi 

Menerima rekomendasi 
pelimpahan pelayanan 
jasa pemanduan dan 
penundaan kapal dan 

mendisposisi 

 
Menerima berita acara 

hasil verifikasi dokumen 
dan peninjauan lapangan 
dan memberikan disposisi 

 
HUB-01.01 

PENGELOLAAN 
PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 
 

 
Menerima disposisi dan 

menindaklanjuti 

 
Menganalisa berita acara 
hasil verifikasi dokumen 
dan peninjauan lapangan 
dan memberikan tindak 

lanjut 

 
 
 

 
Setuju 

 
 
 
 
 
 
 

 
disetujui 

 
Menerima rekomendasi 
pelimpahan pelayanan 
jasa pemanduan dan 
penundaan kapal dan 

menindaklanjuti 

Menerima berita acara 
hasil verifikasi dokumen 
dan peninjauan lapangan 

dan melaporkan ke 
pimpinan 

 

 
Menerima disposisi 
dan menindaklanjuti 

 
Menerima 

rekomendasi surat 
persetujuan sarpras 
dan menindaklanjuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melakukan verifikasi 

 
 
 

 

Melengkapi kekurangan 

Melakukan pemeriksaan fisik 

 
 
 
 
 
 
 

 
Menyusun berita acara 

 
Menerbitkan surat 

persetujuan penggunaan x 
sarpras pemanduan dan 

penundaan kapal 
 

Disetujui 

 
Melakukan evaluasi pelayanan 
jasa pemanduan dan penundaan 

kapal secara berkala dalam 
pelimpahan dan surat 

persetujuan penggunaan sarpras 

Melakukan verifikasi data 
terkait permohonan 

 
Data 

Melakukan 
verifikasi dokumen 

Menyusun berita acara 
hasil verifikasi dokumen 

 
Perlu Membuat usulan SK 

Menyerahkan SK 
penetapan perairan 

Melakukan verifikasi data 
terkait pelimpahan Melakukan verifikasi 

Menyusun berita acara hasil 
verifikasi dokumen dan 

Menyusun konsep SK 
Pelimpahan pelayanan 

Menyerahkan SK 
Pelimpahan pelayanan 

dokumen sarpras 
pelayanan jasa x 

dan verifikasi dokumen 
bersama KSOP 

hasil pemeriksaan fisik dan 

x verifikasi dokumen 

untuk penetapan 
perairan wajib pandu 

+  
lengkap dan peninjauan 

+
 

lapangan 

dan peninjauan lapangan 
dan melaporkan ke 

pimpinan 

dilengkapi penetapan perairan 
wajib pandu 

wajib pandu ke 
pengawas pemanduan 

pelayanan jasa 
pemanduan dan 

penundaan kapal 

dokumen dan 
peninjauan lapangan 

+ 
peninjauan lapangan dan 
melaporkan ke pimpinan 

jasa pemanduan dan 
penundaan kapal 

jasa pemanduan dan 
penundaan kapal 

disetujui 
pemanduan dan 
penundaan kapal 

Mendelegasikan pemeriksaan 
fisik dan verifikasi dokumen ke 

KSOP 

 
Melakukan evaluasi dan 

verifikasi hasil pemeriksaan 
fisik dan verifikasi dokumen 

Menyusun berita acara 
tindak lanjut persetujuan 

permohonan 
penggunaan sarpras 

 

 
Mengajukan 

permohonan untuk 
penetapan perairan 

wajib pandu 

 
 
 

 
Melengkapi data 

 

 
Menyiapkan data, 

peta laut dan 
dokumen 

penunjang lainnya 

 
 

 
Melakukan sosialisasi 

terkait rencana 
penetapan perairan 

wajib pandu 

 

 
Menerima SK penetapan 
perairan wajib pandu dan 

memberikan izin pelayanan 
pemanduan serta melakukan 

sosialisasi penetapan 
perairan wajib pandu ke 
pengawas pemanduan 

 
Menerima permohonan 

pelimpahan pelayanan jasa 
pemanduan dan penundaan 
kapal dan mengeluarkan 

rekomendasi 

 

 
Melakukan 

pendampingan pada 
pelaksanaan verifikasi 

dokumen dan 
peninjauan lapangan 

 
+ 

 
Menerima 

permohonan surat 
persetujuan sarpas 
dan mengeluarkan 

rekomendasi 

 
Melakukan pendampingan 

pada pelaksanaan peninjauan 
lapangan 

 
Menerima pendelegasian untuk 

melaksanakan peninjauan x 
lapangan 

 
 
 
 
 

 
Menyusun berita acara 

hasil pemeriksaan fisik dan 
verifikasi dokumen 

 

 
Menerima surat persetujuan 

penggunaan sarpras pemanduan 
dan penundaan kapal dan 

melakukan evaluasi pelayanan 
jasa pemanduan dan penundaan 

kapal secara berkala 

Perlu melengkapi data 

Mengajukan permohonan 
pelimpahan pelayanan jasa 
pemanduan dan penundaan 
kapal dan menyiapkan SDM 

dan Sarpras 

 
Menyiapkan data dan 
dokumen penunjang 

lainnya 

Menerima SK, pelimpahan 
pelayanan jasa pemanduan 
dan penundaan kapal dan 

mengajukan surat 
persetujuan sarpas 

 
Perlu melengkapi data 

 

 
Menyiapkan data dan sarpras 

pemanduan 

Menerima surat persetujuan 
penggunaan sarpras pemanduan 
dan penundaan kapal, kemudian 

melakukan pelayanan 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 

 
Muhammad Masyhud 
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NIP 19700622 199803 1 001 

Referensi : 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan 
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PELAYANAN JASA DAN USAHA PELABUHAN 
 
 

 
Menandatangani 
Sertifikat Standar 

 

 

Menerima permohonan 
Pelayanan Jasa dan 

Usaha Pelabuhan dan 
mendisposisikan 

Menelaah dan 
meneliti terkait 

draft Surat 
Keputusan/draft 
Sertifikat Standar 

 

 
+ Approve 

 
Menandatangani 
Surat Keputusan 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Setuju 

Menelaah dan 
meneliti aspek legal 
terkait draft Surat + 
Keputusan/draft 
Sertifikat Standar 

 
 

 
diperbaiki 

 

 
Menerima disposisi 
Pelayanan Jasa dan 

Usaha Pelabuhan dan 
mennginstruksikan 

 

 
Menelaah draft 

Surat Keputusan/ 
+ 

draft Sertifikat 
Standar 

Approve 

 

 

Menerima disposisi 
Pelayanan Jasa dan 

Usaha Pelabuhan dan 
mennginstruksikan 

Memverifikasi dan 

+ 
mengevaluasi 

dokumen 
permohonan 

 

 

+ Lengkap 

Menyusun dan 
mengirimkan draft 
Surat Keputusan/ 

draft Sertifikat 
Standar 

 
 

 
Perbaikan 

 
 
 

 
Perbaikan 

 
 
 

 
Perlu 

pembayaran 
Tersus Terbuka 

Peragangan 
Luar Negeri 

 
 

 
HUB-11.03 

PENGELOLAAN + 
PNBP DAN BLU 

 
 
 

 

Konsesi, DLKR/DLKP, 
Pembangunan/Pengembangan 
dan Pengoperasian Pelabuhan 

Umum (APBN), Pemanfaatan dan 
Pengoperasian 

Garis Pantai 

Mengajukan 
permohonan 

Pelayanan Jasa dan 
Usaha Pelabuhan 

 
 
 
 
 

 
 

 
, Terminal Khusus/TUKS 

Sementara, untuk melayani 

kepentingan umum, 

Terminal Khusus/TUKS 24 Jam dan 
Terbuka Perdagangan Luar Negeri 

 
Mengajukan 
permohonan 

Pelayanan Jasa dan 
Usaha Pelabuhan 

Pembangunan/Pengembangan 
dan pengoperasian 

Pelabuhan Umum (Swasta/BUMN) 

Membutuhkan dilengkapi/diperbaiki 

 

 
Menerima 

Sertifikat Standar 

 

Mengajukan 
permohonan 

Pelayanan Jasa dan 
Usaha Pelabuhan 

 

 
Menerbitkan 

+ 
Sertifikat Standar 

 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 
Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 

• Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 Tentang 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2021 Tentang 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2021 Tentang 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 5 Tahun 2022 Tentang 
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PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERPANJANGAN PEMBANGUNAN / PERPANJANGAN PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS 

 
 
 

 
Setuju 

Melakukan Persetujuan 
Terhadap Draft Hasil Evaluasi 
Permohonan Pembangunan/ X 

Pengembangan Terminal 
Khusus/TUKS 

 

 
 
 
 

 
Setuju 

Melakukan Persetujuan Terhadap 
Draft Hasil Evaluasi Permohonan 

X 
Pembangunan/Pengembangan 

Terminal Khusus/TUKS 

 
Tidak 

 

 

Melakukan Evaluasi Aspek 
Legal Terhadap Permohonan 

Pengembangan Terminal X 
Khusus/TUKS dari badan 

Usaha 

 

 
Tidak 

 
 
 

 
Setuju 

 

 
Setuju 

 

 
 
 
 

 
Sesuai 

Melakukan Persetujuan 
Terhadap Draft Hasil 

Evaluasi Permohonan 
X 

Pembangunan/ 
Pengembangan Terminal 

Khusus/TUKS 

 

 
Tidak 

 
 

 

Melakukan Evaluasi Teknis 
Terhadap Kelengkapan Berkas 
Permohonan Pembangunan/ X 

Pengembangan Terminal 
Khusus/TUKS dari Badan 

 

 
Tidak 

 
 
 
 
 

 

Meneruskan Permohonan 
Pembangunan/ 

Pengembangan Terminal 
Khusus/TUKS Melalui Aplikasi 

SEHATI Ditjen Hubla 

Menerbitkan Kode Billing PNBP 
Atas Penerbitan Sertifikat Standar 

Pembangunan/Pengembangan 
Terminal Khusus/TUKS 

 
HUB-11.03 

PENGELOLAAN 

PNBP DAN BLU 

Menerbitkan Sertifikat 
Standar Pembangunan/ 

Pengembangan Terminal 
Khusus/TUKS 

 

Pembangunan/Pengembangan/ 
Perpanjangan Pembangunan/ 
Perpanjangan Pengoperasian 

Terminal Khusus/TUKS 

 
 

 
Belum memebuhi persyaratan 

 

Mengusulkan atau Mengajukan 
Permohonan Pembangunan/ 

Pengembangan Terminal Khusus/ 
TUKS Kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut 

 

 
Menerima sertifikast 

standar 

 
 
 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 

Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 
Peraturan 
• Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
• Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 

• Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Perhubungan; 

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. 
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PENGOPERASIAN / PENYESUAIAN / PERPANJANGAN PENGOPERASIAN / PENDAFTARAN TERMINAL KHUSUS/TUKS 
 
 

 
Melakukan Persetujuan 
Terhadap Hasil Evaluasi 

Permohonan Pendaftaran/ X 
Penyesuaian/Perpanjangan 

Terminal Khusus/TUKS 
Setuju 

 

Melakukan Evaluasi 
Terhadap Permohonan 

Pendaftaran/Penyesuaian/ X 
Perpanjangan Terminal 

Khusus/TUKS 

 

 
Tidak 

 

 
Setuju (Pendaftaran dan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS) 

 

Memenuhi syarat 
Setuju (Penyesuaian/Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS) 

 

 

Melakukan Evaluasi 
Terhadap Permohonan 

Pendaftaran/Penyesuaian/ X 
Perpanjangan Terminal 

Khusus/TUKS 

 

 
Tidak 

 
 
 
 
 

 

Meneruskan Permohonan 
Pendaftaran/Penyesuaian/ 

Perpanjangan Terminal 
Khusus/TUKS 

 
HUB-11.3 

PENGELOLAAN 
PNBP DAN BLU 

Menerbitkan Sertifikat Standar 
Pendaftaran/Penyesuaian/ 

X Perpanjangan Pengoperasian 
Terminal Khusus/ 

TUKSTerminal Khusus/TUKS 
 
 

 

Mengusulkan Atau 
Mengajukan Permohonan 
Pendaftaran/Penyesuaian/ 

Perpanjangan Terminal 
Khusus/TUKS 

Belum memenuhi syarat  

 
Menerima sertifikat 

 
 
 
 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 

 
Muhammad Masyhud 
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Referensi : 
Peraturan 
• Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
• Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 
• Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Perhubungan; 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan 

Perizinnan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Transportasi; 
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. 
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PENYIAPAN DATA DUKUNG TEKNIS KPBU SEKTOR KEPELABUHANAN 
 

 
Menerima surat pernyataan maksud 
(Letter of Intent) tekait minat kerja 
sama melalui skema KPBU beserta 

dokumen pendukung dan memberikan 
arahan untuk ditindaklanjuti 

 
 
 

 
x + 

Dari 
pemerintah 

 

 
Penyusunan Rencana, 

Anggaran, studi 
pendahuluan dan 
konsultasi publik 

Mengkoordinasikan surat 
minat dan mengevaluasi 

surat minat 

Menerima hasil evaluasi dan surat 
persetujuan pemrakarsa serta 
menyampaikan usulan KPBU 

 
 
 

 

sesuai + 

 
 
 
 

 
HUB-04.01.CFM.01 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN 
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI 

NON APBN (KPBU) 

 
 
 
 

 
HUB-04.01.CFM.02 

PENYIAPAN PEMBIAYAAN 
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI 

NON APBN (KPBU) 

 
 
 

 
HUB-04.01.CFM.03 

TRANSAKSI PEMBIAYAAN 
INFRASTRUTUR TRANSPORTASI 

NON APBN (KPBU) 

 
 
 

 
HUB-04.01.CFM.04 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN 
INFRASTRUTUR TRANSPORTASI 

NON APBN (KPBU) 

 
 

HUB-12.01 

PERENCANAAN 

STRATEGIS 

ORGANISASI 

 
 
 

 
Dari Badan Usaha 

Penyusunan Rencana, 
Anggaran, studi 

pendahuluan dan 
konsultasi publik 

+ 

Disposisi Hasil 
evaluasi terhadap x 

surat minat 

 
 

 
Menerima hasil evaluasi dan 

menerbitkan surat 
persetujuan pemrakarsa serta 
menyampaikan usulan KPBU 

 

 

Penyusunan Rencana, 
Anggaran, studi 

pendahuluan dan 
konsultasi publik 

Melakukan evaluasi 
dokumen surat 

minat 

 
Menyampaikan dokumen 

kajian studi kelayakan KPBU 

 

Penyusunan Rencana, 
Anggaran, studi 

pendahuluan dan 
konsultasi publik 

 
Melakukan Evaluasi 

Melakukan evaluasi studi 
kelayakan dan dokumen 

pendukung studi kelayakan 
serta penjajakan minat pasar 

Tidak sesuai 

 
 

 
Surat Persetujuan 
calon pemrakarsa 
(Letter to Proceed) 

 
 
 

 
Menerima hasil 

evaluasi 
 
 
 

 
Mengajukan minat 
kerja sama melalui 
skema KPBU (Letter 

of Intent) 

Surat Pemberitahuan 
Penolakan 

 
 

 
Menyusun kajian studi 
kelayakan KPBU dan 

dokumen pendukung studi 
kelayakan 

 

 
Melakukan penyiapan 

Dokumen studi Kelayakan 
(Outline Business Case), 

penjajakan minat pasar dan 
kegiatan pendukung 

 
Direktur Kepelabuhanan, 

 
 
 
 
 

Muhammad Masyhud 
NIP 19700622 199803 1 001 
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Referensi : 

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
• Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2021 Tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhand engan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan 
• Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 07 Tahun 2023 Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 


